
BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian terebut maka dapat disimpulkan bahwa: 

1. Peran kepolisian dalam menangani tindak pidana penambangan pasir 

liar yang ada di Kecamatan Pulubala belum maksimal. Hal ini 

dibuktikan dengan sampai saat ini belum adanya sanksi hukum yang 

pasti yang dirasakan oleh para penambang pasir tersebut sehingga 

tempat-tempat penambangan tersebut masih terus beroperasi sampai 

saat ini. Seperti kita ketahui bersama bahwa kegiatan pertambangan 

yang tidak memiliki izin telah diatur dalam peraturan perundang-

undangan, sehingga dalam penertibannya diperlukan peran dari 

kepolisian setempat selaku aparat penegak hukum. 

2. Dalam penanganan tindak pidana penambangan pasir liar pihak 

kepolisian mengalami beberapa kendala, diantaranya: 

a. Kurangnya pemahaman masyarakat terhadap dampak lingkungan 

b. Kuantitas dan kualitas anggota penyidik dalam tiap-tiap unit yang 

belum memadai, khususnya pada unit tindak pidan tertentu di Polres 

Gorontalo 

c. Kurangnya kepedulian dan respon masyarakat terhadap upaya 

penegakan hukum di bidang tindak pidana penambangan pasir liar 

 



5.2 Saran  

a. Kegiatan pertambangan hendaknya harus selalu berupaya untuk 

melakukan pemberdayaan masyarakat disekitar sungai agar kegiatannya 

dapat dukungan masyarakat dan memperkecil kegiatan masyarakat 

untuk melakukan penambangan pasir liar. 

b. Pemerintah daerah agar segera mengeluarkan peraturan daerah khusus 

yang mengatur kegiatan pertambangan di wilayah Kabupaten 

Gorontalo. Hal ini dimaksudkan agar kegiatan pertambangan ini dapat 

di awasi dengan maksimal dan masyarakat bisa memahami kebijakan-

kebijakan mengenai peraturan kegiatan pertambangan serta ada 

peraturan yang mengikat. 

c. Permasalahan penegakaan hukum terhadap tindak pidana penambangan 

liar harus mendapatkan respon positif dari masyarakat agar tidak 

semakin berkembang dan kinerja dari aparat juga dapat makin 

ditingkatkan. Kurangnya apresiasi masyarakat terhadap perlindungan 

lingkungan turut mendukung penambangan pasir liar, oleh karena itu 

perlu kiranya diadakan penyuluhan kepada masyarakat terkait 

perlindungan terhadap lingkungan agar masyarakat dapat memahami 

dan menyadari dampak negatif dari kegiatan penambangan pasir liar. 
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Gambar 1. Lokasi Penelitian Sat Reskrim Polres Gorontalo 

 

 

 

 

 
Gambar 1. Wawancara dengan KBO Reskrim Polres Gorontalo 

 

 

 

 



 
Gambar 2. Lokasi Penambangan Pasir 

 

 

 

 

 

 
Gambar 3. Tempat Penampungan Pasir 

 

 

 



 
Gambar 4. Mesin Penyedot Pasir 
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